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BAB I
PEMBUKAAN
A. Latar Belakang

Perang dan perdamaian artinya masalah yang  pagarumum yang wajib
memecahkan oleh seluruh negara, sebab perilaku persaingan tidak sehat masih sangat
kuat serta melibatkan korelasi antar negara di aneka macam membelah global, untuk
menghindari  perseteruan dan menciptakan daerah yang hening, kita membutuhkan
komunikator serta perantara yang bisa menjembatani kerentanan antara kerentanan
yang tidak sama diantara negara-negara yang bersangkutan. Mirip selain itu Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) yang peganga nmasalah-masalah yang mengancam perdamaian

internasional, cara terpentingadalah menyelesaikan seluruh masalah secara tenang.

Pada dasarnya negara ketika hampir sepenuhnya memakai konsep negara-
bangsa. Negara-bangsa  artinya rakyat yang  terdiri  dari banyak  sekali  suku
dan gerombolan etnis, Namun tetap mempertahankan ideologi politiknya serta sudah ada
sistem dan peraturan negara yang akan terjadi dari prinsip bahwa korelasi internasional

dalam Islam artinya saling membantu sudah ada sebagai berikut :
1. Perang hanya terjadi pada keadaan darurat.

2. Orang yang tidak ikut perang tidak boleh tidak menjadi musuh.
3. Bila salah satu pihak mencari perdamaian, segera akhiri perang.
4. Perlakukan tawanan perang secara manusiawi.t

Pada dasarnya, seperti kita ketahui, ada asas pembatasan, yaitu asas yang
menghendaki pembatasan sarana, sarana, atau cara perang yang dikerjakan seseorang
berkonflik/perang. Seperti melarang penggunaan racun, larangan senjata dan peluru, dan
larangan proyektil yang dapat menyebabkan cedera dan kesusahan yang tidak perlu dan

sebagainya.? Jika pengaturan hubungan antara negara-negara yang bersangkutan secara

L A. Dzaluli. Figih Siyasah pelaksanaan untuk kemaslahatan umat dan karakter dalam syari”ah. Ja.karta:
Kencana. 2009. HIm 135.

2 lja Suntana. Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah). Bandung:C.V. Pustaka setia. 2015.
hal. 25



internasional selama perang dan negara-negara lain hanya dapat ditegakkan dalam
keadaan perang, maka beberapa aturan, yaitu pemberitahuan perang dan aturan perang /

etika, harus dipatuhi.

Dari berbagai penyebab yang ada, ada lima penyebab utama permusuhan:
ketegangan politik regional, pemerintahan yang lemah, kejahatan terorganisir dan anti-
sekularisme, ketimpangan ekonomi, dan pembatasan media. Bukan karena benturan
keyakinan, konflik itu sendiri merupakan gejala psikologis masyarakat yang imenghadapi

situasi sosial yang kompleks terkait perebutan kekuasaan dan dominasi ekonomi.?
Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, penulis memberikan batasanu untuk

memperbaiki tulisan tersebut:
1. Kemukakan Definisi tawanan perang, Humaniter Internasional?
2. Bagaimana tawanan perang diperlakukan dalam Humaniter internasional?

3. Apa prinsip-prinsip tawanan perang pada humaniter internasional?

3 lja Suntana & Betty Tresnawaty, Krisis sosial multidimensi dan kekerasan agama di Asia Tenggara:
agenda strategis regional, pemerintahan sipil yang lemah, kejahatan tritunggal, kesenjangan kekayaan
dan jurnalisme terkooptasi. Majalah budaya dan nilai dalam pendidikan. Volume 4, edisi 2. 2021. Hal 1.



BAB Il
PEMBAHASAN
A. Pengertian Tawanan Perang, Humaniter Internasional
1. Tawanan Perang

Tawanan perang adalah istilah untuk prajurit yang ditangkap oleh musuh selama
atau segera setelah konflik bersenjata. Ada undang-undang yang menjamin bahwa
tawanan perang diperlakukan secara manusiawi, tetapi kepatuhan terhadap undang-

undang ini beragam dari negara satu ke negara lain.
2. Hukum Humaniter Internasional

Yaitu seperangkat hukum yang mencakup akibat konflik bersenjata (tujuan
kemanusiaan). Undang-undang ini untuk melindungi orang - orang yang tidak lagi, atau
tidak lagi menuntut pertempuran, dalam taktik dan metode pertempuran. HHI dikenal
dengan hukum humaniter internasional atau istilh hukum perang dan aturan-aturan yang

berlaku antar negara.

B. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Dalam Humaniter Internasional

Diskusi tentang hak, saat itulah perlakuan terhadap tawanan perang dimulai lebih
dari seabad yang lalu dan sekarang menjadi topik hangat dalam perang melawan teror
pasca-AS. Munculnya buku-buku, berbagai publikasi tulisan bebas, dan praktik-praktik
mengenai perlakuan terhadap tawanan perang membuktikan hal ini. Dalam tulisan
Constraint on War 3, Fritz Karlshoeven's Constraint, menyatakan bahwa tidak semua
orang yang ditangkap oleh pihak lain dianggap tawanan perang. Orang-orang yang
memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tawanan perang hanya terikat oleh Bagian 4A
dari Konvensi Jenewa Ketiga Tahun 1949 (Konvensi Jenewa Terkait Perlakuan terhadap
Tawanan Perang). Dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, JG Stark
menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata, orang dibagi menjadi dua posisi
berdasarkan status mereka sebagai tawanan perang. Artinya, kelompok tersebut memiliki

status kombatan, hak untuk membunuh, dan jika mereka menjadi tawanan, mereka



diperlakukan sebagai tawanan. Kelompok lain, di sisi lain, warga sipil yang tidak boleh
ikut serta dalam operasi tempur, dilindungi, dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.*

Tujuan Hukum Humaniter internasional yang dibentuk oleh PBB dintaranya:

a) Perlindungan orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam operasi-operasi

tempur, seperti orang-orang yang terluka, terdampar, tawanan perang atau penduduk sipil.
b) Mengurangi dampak kekerasan internal. perang untuk mencapai tujuan konflik.

Konvensi Jenewa Ketiga Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama Tahun

1977 diuraikan sebagai berikut:
a) Rasa hormat; berarti tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi,

b) Pertanggungan asuransi. Ini berarti bahwa mereka harus dilindungi dari bahaya yang

tidak adil dan agresif dan kemungkinan bahaya fisik. Ini membutuhkan tindakan.

c) Kesehatan, yaitu hak mereka yang sama atas perawatan kesehatan, tidak boleh
diabaikan, bahkan jika mereka adalah musuh.

. Prinsip Tawanan Perang Dalam HHI
Berikut ini adalah asas-asas bagi tawanan perang, antara lain:

a) Hukum humaniter internasional menyatakan bahwa tidak semua orang yang ditahan
oleh orang lain berhak dianggap sebagai tawanan perang. Dengan kata lain, HHI
membagi mereka yang ditahan oleh musuh menjadi dua kelompok. Artinya, ada tawanan
perang yang berstatus tawanan perang, dan ada tawanan perang yang bukan tawanan

perang.

Tawanan perang berhak atas perlakuan hukum sesuai dengan Pasal 4A Konvensi
Jenewa Ketiga dan Bagian 43 Protokol Tambahan | tahun 1977. Mereka mungkin juga
memiliki status tempur yang sama atau setara. Sebaliknya, orang-orang yang tidak
termasuk dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa Ketiga dan Pasal 43 Protokol Tambahan |

disebut warga negara. Jika uang logam atau yang setara dengan itu disita oleh musuh dan

4 ).G. Starke, Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterwoth, 1989, p 547



disita, berlaku ketentuan Konvensi Jenewa Ketiga Tahun 1949. Jika musuh yang
ditangkap adalah warga sipil, berlaku ketentuan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949.

b) Orang, wanita dan anak-anak dinilai gila atau bodoh.

¢) Undang-undang Den Haag dari Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949 dan Protokol

Tambahan | tahun 1977 mensistematisasikan pengaturan tawanan perang di HHI.
d) Klasifikasi tawanan perang menurut HHI adalah rinci dan relatif sistematis.

e) Hukum humaniter tidak sepenuhnya ditegakkan dalam praktiknya, tetapi sanksi tegas
didefinisikan dengan jelas. Kendala tersebut muncul karena HHI sendiri tidak
operasional. Kami mengharuskan undang-undang nasional dan negara bagian
memberikan sanksi pidana yang efektif untuk perilaku yang merupakan pelanggaran
hukum humaniter internasional. Dalam perkembangannya, sanksi atas pelanggaran
hukum humaniter internasional diatur dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional,

resolusi Dewan Keamanan PBB, dan terutama dekrit Romawi sebelumnya.

f) Hukum humaniter internasional secara tegas melarang perbudakan tawanan perang.

Karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar dan serius.



BAB 111
PENUTUP
A. Kesimpulan

Tawanan Peranga adalah tentara yang ditangkap oleh musuh selama atau segera
setelah perseteruan bersenjata. Hukum Humaniter internasional merupakan sistem

aturan(tujuan kemanusiaan) yang menangani konsekuensi pertarungan bersenjata.

Hak serta perlakuan terhadap tawanan perang dimulai lebih satu abad yang lalu
dan kini  menjadi topik hangat setelah Amerika serikat memulai perang melawan
terorisme. Hal ini dibuktikan menggunakan keluarnya banyak sekali publikasi tulisan-
tulisan bebas sertap raktek-praktek tentang perlakuan terhadap tawanan perang pada

konflik bersenjata.

Orang-orang ini masuk perang kedalam dua golongan, yaitu golongan tadi
berstatus kombatan, berhak ikut serta langsung dalam permusuhan, dapat dibunuh, dan
ditanggapi sebagai tawanan perang Bila sebagai tawanan bagi mereka yang tidak (atau
tidak lagi terlibat) dalam permusuhan, hukum kemanusiaan internasional memutuskan
bahwa tidak semua orang yang ditangkap oleh pihak lain memenuhi syarat untuk

ditanggapi menjadi tawanan perang.
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